
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah tahun 2023, yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,
dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2023;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor77, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6402);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)Tahun 2020-2024 (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

•



Perubahan Alokasi, dan
Pendapatan dan Belanja
Republik Indonesia Tahun

Kegiatan Tertentu,
Penggunaan Anggaran
Daerah (Berita Negara
2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk

21. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor18Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

•

19. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor459);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);•

"



•
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025. (LembarDaerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2019
Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor236);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2006 Nomor4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Purwakarta Tahun
2005 - 2025 (LembaranDaerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor16);

•

24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4
Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor );

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri
E);



3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta;

Pasa11

PERATURANBUPATI PURWAKARTATENTANGRENCANA
KERJA PEMERINTAHDAERAHKABUPATENPURWAKARTA
TAHUN2023.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor3);

34. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor );

Menetapkan
•

Memperhatikan

•



(1) RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;

Pasal2

11. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPASadalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah;

•

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
daerah;

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima)tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan
berpedoman pada RKPD;

10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

•



Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan
perundangan- undangan.

Pasal5

(2) lsi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

g. BABVII Penutup

a. BABI Pendahuluan

b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah

c. BABII! Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

d. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

f. BABVI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

~

(1) lsi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

~ Pasa14

RKPDTahun 2023 digunakan sebagai :

a. pedoman dalam penyusunan Renja PDTahun 2023;

b. pedoman dalam penyusunan KUAdan PPASTahun 2023;

c. pedoman dalam penyusunan RAPBDTahun 2023.

Pasa13

(2) RKPDTahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada
RKP,yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat;



BERITADAERAH BUPATENPURWAKARTATAHUN2022 NOMOR '{8

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal ? 5uli :202'2..

\ BUPATIPURWAKARTj1I j

ARIS DAERAH
RWAKARTA,

Pj. SEKR
KABUPATE

Diundangkan di Purwakarta
pada tangga 5' 5uli 1022...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal6

\.•.

•

•


